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ABSTRAK
Tujuan dari penelitian yang dilakukan yaitu untuk mengetahui seberapa efektif penerimaan pajak
kendaraan bermotor, dan mengukur besar presentase tunggakan serta melihat bagaimana upaya pihak
terkait dalam mengatasi tunggakan pajak kendaraan bermotor pada Kantor Bersama Samsat Tondano.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif kuantitatif dengan menggunakan
analisis rasio efektivitas. Hasil penelitian ditemukan rasio efektivitas penerimaan pajak kendaraan
bermotor Kantor Bersama Samsat Tondano selama tahun 2015-2019 sangat efektif melampaui kriteria
yang ada dengan tingkat efektivitas tertinggi pada tahun 2019 sebesar 117%. Sebaliknya hasil presentase
tunggakan pajak kendaraan bermotor meningkat di tahun 2019 sebesar 15,03% dan terendah 2,80% di
tahun 2016. Berbagai upaya telah dilakukan pihak Samsat Tondano dalam rangka mengatasi tunggakan
yang ada.
Kata Kunci: Efektivitas, Presentase, Tunggakan Pajak

ABSTRACT

The purpose of the research is to find out how effective motor vehicle tax revenue is, and measure
the percentage of arrears and see how the efforts of related parties in overcoming motor vehicle tax arrears
at the Samsat Tondano joint office The method used in this research is quantitative descriptive method
using effectiveness ratio analysis. The results of the study found the effectiveness ratio of office motor
vehicle tax revenues with Samsat Tondano during 2015-2019 was very effective beyond the existing
criteria with the highest level of effectiveness in 2019 of 117%. On the other hand, the percentage of motor
vehicle tax arrears increased in 2019 by 15.03% and the lowest was 2.80% in 2016. Various efforts have
been made by the Tondano Samsat in order to overcome the existing arrears.
Keywords: Effectiveness, Percentage, Tax Arrears

PENDAHULUAN

Dana berperan cukup penting yang diperlukan dalam pembangunan nasional
berdasarkan UUD Tahun 1945. Dengan pembangunan nasional yang terus digencar pemerintah
diharapkan mampu membawa kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah pusat
memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam mengatur daerahnya masing-
masing sesuai (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, 2014) yang berlaku.
Dana yang besar diperlukan pemerintah dalam pembangunan nasional. Tujuan otonomi daerah
adalah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi setiap daerah, pembangunan daerah dan
mempersempit kesenjangan, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Karena tujuan yang telah ditetapkan, daerah diharapkan menerima pendapatan terbaik. Pajak
daerah merupakan salah satu sumber dana yang digunakan untuk pembangunan daerah
masing-masing. Menurut Soemitro (Mardiasmo, 2018) pajak adalah komitmen individu kepada
negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa
timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum
negara. Pajak digunakan pemerintah untuk pembangunan dan tentunya untuk kepentingan
masyarakat (Rizal & Hidayah, 2018). Pajak dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pajak pusat dan
pajak daerah. Pajak pusat dan pajak daerah memiliki kegunaannya masing-masing pajak pusat
untuk membiayai rumah tangga negara dan pajak daerah digunakan untuk membiayai rumah
tangga daerah masing-masing (Runtu et al., 2015).

Kendaraan bermotor adalah semua jenis kendaraan yang dapat digerakkan dengan
peralatan teknik, berupa motor dan lain sebagainya, yang dapat memberikan energi gerak pada
kendaraan yang bersangkutan baik kendaraan beroda dua atupun lebih (Runtu et al., 2015)
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(Peraturan Presiden Republik Indonesia No 5 Tahun 2015, 2015) Pasal 1 Ayat 13, pajak

kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan ranmor. Kendaraan
bermotor yaitu semua kendaraan beroda dengan gandengannya yang dapat digunakan di semua
jalan darat, dan dapat digerakkan oleh alat teknik yang berfungsi untuk dapat menggerakkan
kendaraan yang bersangkutan. Dalam (Undang- Undang Republik Indonesia No 28 Tahun 2009,
2009), pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu pajak yang dipungut di daerah, baik
kendaraan roda dua, tiga, dan roda empat keatas. Pajak kendaraan bermotor merupakan salah
satu sumber pendapatan daerah dan menjadi salah satu sumber yang diunggulkan kontribusinya
pada pendapatan asli daerah (Abdullah et al., 2020). Dari sini kita bisa melihat pentingnya
membayar pajak, sebagai wajib pajak, sudah sepatutnya kita membayar pajak tepat waktu untuk
memenuhi kewajiban yang ada. Tapi pada kenyataan yang ada masih ada wajib pajak yang tidak
taat dan tidak sadar atas kewajiban yang harus dijalankan (Rompis et al., 2015), karena itu perlu
adanya upaya yang dilakukan untuk menyadarkan masyarakat wajib pajak kendaraan bermotor.
Pajak kendaraan bermotor diberlakukan dengan adanya pemungutan pajak self assessment
system dimana wajib pajak yang menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang
ditanggungnya (Sabijono & Tungka, 2015).

Kepatuhan wajib pajak sangat berperan dalam penerimaan pajak daerah, tingkat
kepatuhan berperan dalam peningkatan penerimaan daerah yang bersangkutan (Rusmayani &
Supadmi, 2017). Sitem administrasi menunggal satu atap yang selanjutnya disebut Samsat
merupakan tempat wajib pajak kendaraan bermotor memenuhi kewajibannya. Oleh karena itu,
kantor terkait diharapkan dapat memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat.
Pajak kendaraan setelah periode pajak berakhir disebut sebagai tunggakan pajak kendaraan.
Menurut (Siti resmi, 2014), tunggakan pajak adalah jumlah piutang pajak yang belum lunas sejak
dikeluarkannya ketetapan pajak, dan jumlah piutang pajak yang belum lunas yang sebelumnya
dalam masa tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang
bayar tambahan, surat keputusan pembetulan dan putusan banding. Wajib pajak sebaiknya
membayar pajak secara tepat waktu sehingga tidak menimbulkan tunggakan pajak, wajib pajak
yang patuh terhadap kewajibannya yaitu wajib pajak yang sadar dan memberikan tanggung
jawabnya secara sukarela tanpa ada paksaan pihak lain (Rizal & Hidayah, 2018). Pajak
dibayarkan di kantor kas negara atau kantor yang sudah ditetapkan oleh pemerintah (Ratnasari
et al., 2016) .

Berdasarkan hasil penelitian (Oktavia et al., 2019) umur wajib pajak berpengaruh pada
tunggakan pajak kendaraan bermotor, sedangkan pendidikan, pendapatan, serta sistem
pelayanan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tunggakan pajak kendaraan bermotor
yang berada di Kecamatan Tungkal llir. Berdasarkan penelitian yang dilakukan (Noerman Syah
& Wati, 2017) pendidikan dan pengetahuan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
sedangkan pelayanan pajak, sanksi pajak, dan pendapatan berpengaruh pada kepatuhan wajib
pajak dalam membayar pajak. Dengan adanya kepatuhan dalam pembayaran pajak akan
mengurangi tunggakan pajak yang ada. (Susilawati, 2013) Kesadaran wajib pajak, pengetahuan
pajak, sanksi perpajakan dan akuntabilitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan
oleh wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya. Sejalan dengan (Susilawati, 2013), kualitas
pelayanan, kondisi keuangan, sanksi pajak, tingkat pendapatan, serta moderenisasi pelayanan
Samsat berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak
(Noerman Syah & Wati, 2017). Pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak
kendaraan bermotor dan sistem samsat drive thru berpengaruh secara simultan terhadap
kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Wardani & Rumiyatun, 2017).

Berikut adalah data tunggakan pajak kendaraan Samsat Tondano dari tahun 2015
hingga 2019.
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Tabel 1. Pajak Tertunggak Di Samsat Tondano 2015-2019

Tahun Target Pajak Realisasi Pajak Tertunggak
Kendaraan Pendapatan Pajak
Bermotor
2015 - Rp.19.365.611.400 Rp.646.570.350
2016 Rp.19.365.611.400 Rp.22.165.356.000 Rp.621.617.875
2017 Rp.22.165.356.000 Rp.25.055.149.452 Rp.852.965.624
2018 Rp.25.055.149.452 Rp.28.635.026.829 Rp.1.922.526.867
2019 Rp.28.635.026.829 Rp.33.595.148.103 Rp.5.051.293.298

Sumber data: Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD Samsat Tondano).

Dari tabel pajak tertunggak sudah jelas dilihat bahwa pajak tertunggak kendaraan
bermotor pada Samsat Tondano mengalami kemerosotan di tahun 2016 dari tahun 2015 dan
terjadi peningkatan di tiga tahun terakhir yaitu tahun 2017, tahun 2018, dan tahun 2019.

Untuk mengukur atau mengevaluasi suatu organisasi apakah berjalan baik atau tidak
dibutuhkan konsep efektivitas (Erithrina et al., 2018) . Menurut (Pekei, 2016) efektivitas adalah
seberapa berhasil tingkat keberhasilan dari suatu organisasi dengan prosedur yang dijalankan,
dengan kata lain hubungan antara hasil yang didapat dan tujuan yang akan dicapai. Efektivitas
merupakan derajat keberhasilan dari suatu organisasi dapat dikatakan berhasil atau efektif
apabila sudah mencapai kriteria yang telah ditentukan. (Hardi, 2014) Efektivitas adalah
perbandingan realisasi yang diterima dengan target yang ada, sehingga peneliti akan mengukur
antara hasil yang didapat terhadap target pajak kendaraan bermotor. Seperti hasil penelitian
(Mokoginta, 2015) dimana prosedur pemungutan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama
kendaraan bermotor sudah efektif dilihat dari kinerja, fungsi, tugas dalam peningkatan PAD.
Tingkat efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor Provinsi Sulawesi Utara terbilang
sangat efektif bila mencapai kriteria efektivitas (Kansil et al., 2018). Efektivitas pemungutan pajak
kendaraan bermotor juga bergantung dari kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak
kendaraan (Basri & Pangerapan, 2018). Efektivitas merupakan hubungan antara hasil atau
keluaran dengan tujuan atau sasaran yang ditetapkan untuk dicapai (Mahmudi, 2015).

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui efektivitas penerimaan pajak kendaraan
bermotor pada Kantor Bersama Samsat Tondano , mengetahui presentase tunggakan pajak
kendaraan bermotor terhadap realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor, serta untuk
mengetahui upaya yang dilakukan oleh pihak Kantor Bersama Samsat Tondano dalam
mengatasi tunggakan pajak kendaraan bermotor.

METODE PENELITIAN

Dalam pengumpulan data, penulis melakukan penelitian pada Unit Pelaksana Teknis
Daerah (UPTD Samsat Tondano), yang berlokasi di Kembuan, Tondano Utara, Kabupaten
Minahasa. Menurut (Sugiyono, 2017) objek penelitian adalah ciri dari orang, objek atau kegiatan
yang mempunyai tipe tertentu yang telah ditetapkan dan diatur untuk dipelajari dan kemudian
ditarik kesimpulannya. Objek penelitian ini yaitu tunggakan pajak kendaraan bermotor. Subjek
penelitian adalah tempat penelitian yang berkaitan dengan variabel yang diteliti. Subjek dalam
penelitian ini di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD Samsat Tondano).

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian deskriptif
kuantitatif. Penelitian kuantitatif yaitu sebuah penelitian yang mengungkapkan gejala secara
holistic-konsektual, melalui pengumpulan data dan peneliti sebagai instrument utama (Hardani
et al., 2020) penelitian deskriptif adalah suatu metode untuk menggambarkan fenomena-
fenomena yang terjadi pada waktu ini atau pada waktu lampau (Arief Furchan, 2004).

Teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara, observasi, dan studi pustaka.
Penggunaan desain penelitian dalam penelitian ini  yaitu untuk menjelaskan dan
menggambarkan analisis penerimaan serta tunggakan pajak kendaraan bermotor serta apa yang
menjadi upaya dalam mengatasi tunggakan pajak kendaraan bermotor Kantor Bersama Samsat
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Tondano. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik analisis rasio.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Data jumlah kendaraan bermotor yang diambil pada Kantor Samsat Tondano yaitu data
kendaraan bermotor tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Berikut data Penerimaan
Kendaraan Bermotor Tahun 2015-2019.
Tabel 3. Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor
Kantor Bersama Samsat Tondano (2015-2019)

Jumlah
“ahun Kendaraan Target Realisasi Tercapai
Bermotor
2015 31.815 - Rp. 19.365.611.400
2016 35.282 Rp. 19.365.611.400 Rp. 22.165.356.000
2017 36.014 Rp. 22.165.356.000 Rp. 25. 055.149.452
2018 39.122 Rp. 25. 055.149.452 Rp. 28.635.026.829
2019 42.817 Rp. 28.635.026.829 Rp. 33.595.148.103

Sumber data: Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD Samsat Tondano).

Dari data diatas dapat dilihat penerimaan pajak kendaraan bermotor Kantor Samsat
Tondano mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dan realisasi yang ada selalu melewati
target yang ada. Ini disebabkan juga karena jumlah wajib pajak kendaraan bermotor yang
membayar mengalami peningkatan tiap tahunnya, dan jumlah kendaraan bermotor baru yang
meningkat menyebabkan terjadi peningkatan pada realisasi pajak. Sehubungan dengan
penelitian ini dapat diukur sejauh mana efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor.
Menurut (Pekei, 2016) efektivitas adalah hubungan output dan tujuan atau seberapa jauh tingkat
output, kebijakan dan prosedur dari organisasi.

Dengan rumus rasio (Mahmudi, 2015) yang digunakan yaitu:

Rasio Efektivitas = Realisasi Penerimaan PKB X100%
Target Penerimaan PKB

Berikut ini adalah kriteria efektivitas:
Tabel 4. Kriteria Efektivitas
Presentase Kriteria Efektivitas
>100% Sangat Efektif
90%-100% Efektif
80%-89% Cukup Efektif
60%-79% Kurang Efektif

<60% Tidak Efektif
Sumber Beni Pekei (2016)
2015 = -
2016 = Rp. 22.165.356.000 X 100 %
Rp. 19.365.611.400
=114%
2017 = Rp. 25.055.149.452 X 100 %
Rp. 22.165.356.000
=113%
2018 = Rp. 28.635.026.829 X 100 %
Rp. 25.055.149.452
=114%
2019 = Rp. 33.595.148.103 X 100 %

Rp. 28.635.026.829
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=117%

Tabel 5. Efektivitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor
Kantor Bersama Samsat Tondano (2015-2019)

un get alisasi Tercapai ktivitas
L5 - Rp. 19.365.611.400 -

L6 Rp. 19.365.611.400  Rp. 22.165.356.000 114%
L7 Rp. 22.165.356.000  Rp. 25.055.149.452 113%
L8 Rp. 25.055.149.452  Rp. 28.635.026.829 114%
19 Rp. 28.635.026.829  Rp. 33.595.148.103 117%

Sumber data: Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD Samsat Tondano).

Dapat dilihat dari angka pada tabel diatas realisasi pajak kendaraan bermotor pada
periode tahun 2015-2019 pada Kantor Bersama Samsat Tondano mengalami kenaikan yang
cukup signifikan. Dengan tingkat presentasi efektivitas pajak kendaraan bermotor periode 2015-
2019 yang sangat efektif karena memiliki Presentase lebih dari 100%. Meskipun pada tahun
2017 mengalami penurunan dari 114% mengalami penurunan 1% menjadi 113%. Kemudian
mengalami kenaikan Presentase di tahun 2018-2019 yaitu sebesar 114% ditahun 2018 dan
117% ditahun 2019. Ini dapat dilihat bahwa efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor
dari tahun 2015-2019 sangat efektif.

Efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor yang sangat efektif, tetapi masih ada
tunggakan pajak kendaraan bermotor pada periode tahun 2015-2019, dimana tunggakan pajak
kendaraan pada Kantor Bersama Samsat Tondano meningkat.

Berikut besarnya tunggakan pajak kendaraan bermotor yang terjadi pada tahun 2015-

20109.
Tabel 6. Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor
Tahun 2015-2019 (%)
Tahun Pajak Tertunggak
2015 Rp.646.570.350
2016 Rp.621.617.875
2017 Rp.852.965.624
2018 Rp.1.922.526.867
Sumber data: Samsat 2019 Rp.5.051.293.298 Tondano.
Dari tabel diatas dapat dilihat dengan jelas

tunggakan pajak kendaraan bermotor pada Samsat Tondano yang cukup besar, walaupun pada
tahun 2016 ada penurunan tunggakan pajak daritahun 2015, dan ada peningkatan pada tahun
2017-2019. Tunggakan ini terjadi karena berbagai faktor diantaranya, kurangnya kesadaran
wajib pajak, faktor ekonomi wajib pajak, dan faktor kendaraan yang rusak, hilang, dijual, ditarik
oleh dealer yang tidak dilaporkan menjadi penyebab meningkatnya tunggakan pajak yang ada.
Rumus :
Presentase tunggakan = Tunggakan Pajak X 100 %
Realisasi Tercapai
2015 = Rp.646.570.350 X 100%
Rp.19.365.611.400
= 3,33%
2016 = Rp.621.617.875 X 100 %
Rp.22.165.356.000
= 2,80%
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2017 = Rp.852.965.624 X 100 %

Rp.25.055.149.452
= 3,40%
2018 = Rp.1.922.526.867 X 100 %
Rp.28.635.026.829
=6,71%
2019 = Rp.5.051.293.298 X 100 %
Rp.33.595.148.103
= 15,03%
Tabel 7. Presentase Besar Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor
Tahun 2015-2019 (%)

un Realisasi tercapai Pajak Tertunggak Presentase
(%)

5 Rp.19.365.611.400 Rp.646.570.350 3,33%

L6 Rp.22.165.356.000 Rp.621.617.875 2,80%

L7 Rp.25.055.149.452 Rp.852.965.624 3,40%

L8 Rp.28.635.026.829 Rp.1.922.526.867 6,71%

L9 Rp.33.595.148.103 Rp.5.051.293.298 15,03%

Sumber data: UPTD Samsat Tondano

Dari tabel presentase diatas dapat dilihat setiap besar presentase tunggakan pajak yang
ada. Pada tahun 2015 sebesar 3,33% dengan tunggakan Rp.646.570.350, mengalami
penurunan pada tahun 2016 sebanyak 0,53% karena tunggakan pajak yang menurun dengan
nilai Rp.621.617.875. Besar presentase terus meningat pada tahun 2017, 2018, dan 2019. Pada
tahun 2017 sebanyak 3,40% dengan tunggakan Rp.852.965.624, pada tahun 2018 dengan
besar Presentase 6,71% dengan nilai tunggakan Rp.1.922.526.867, dan pada tahun 2019
menjadi 15,03% dengan nilai tunggakan Rp.5.051.293.298 yang merupakan Presentase tertinggi
dari tahun 2015-2019.

Tunggakan pajak kendaraan bermotor tahun 2016 mengalami penurunan 0,53% dari
tahun 2015, namun meningkat kembali pada tahun 2017-2019 ini menjadi perhatian khusus bagi
pihak Samsat. Pihak Samsat telah melakukan berbagai upaya dan usaha dalam mengurangi
tunggakan pajak, dengan memberikan pelayanan yang baik dan upaya yang dilakukan sesuai
dengan peraturan daerah dan undang-undang yang berlaku, serta mengupayakan berbagai cara
guna mengurangi tunggakan yang terjadi, diantaranya: Samsat online yang memungkinkan wajib
pajak dapat membayar atau melakukan transaksi tanpa terikat dengan domisili wajib pajak dan
dapat melakukan transaksi dengan mudah, memberikan pemberitahuan lewat mengirim surat
ketetapan pajak daerah serta surat tagihan pajak daerah bagi wajib pajak, buat spanduk untuk
memberikan informasi bagi masyarakat, dengan cara ini dapat mengingatkan para Wajib pajak
kendaraan bermotor dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor secara tepat waktu agar
tidak adanya tunggakan pajak kendaraan bermotor, membuka samsat keliling dengan adanya
upaya ini dapat meningkatkan mutu pelayanan dari Kantor Bersama Samsat Tondano agar dapat
menjangkau wajib pajak yang berada jauh dari Kantor Bersama Samsat Tondano, memberikan
sosialisasi pada masyarakat tentang pembayaran pajak secara online, agar dapat memudahkan
pembayaran pajak kendaraan bermotor, memberikan sosialisasi kepada kelurahan tentang pajak
kendaraan bermotor untuk diteruskan kepada masyarakat, memberikan keringanan
penghapusan denda pajak kendaraan bermotor berdasarkan. Dengan besar pemberian
keringanan untuk PKB: pokok pajak kendaraan bermotor untuk tahun berjalan dibayar
seluruhnya, pokok pajak kendaraan bermotor yang belum dibayar, dihitung menurut umur atau
lamanya tidak keterlambatan, yaitu: pada tahun ke 2 (dua) wajib pajak diberikan keringanan dan
pengurangan sebesar 50% dari pokok pajak dan pembebasan denda 100%, pada tahun ke 3
(tiga) wajib pajak diberikan keringanan dan pengurangan sebesar 60% dari pokok pajak dan
pembebasan denda 100%, pada tahun ke 4 (empat) wajib pajak diberikan keringanan dan
pengurangan sebesar 70% dari pokok pajak dan pembebasan denda 100%. Pada tahun ke 5
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(lima) wajib pajak diberikan keringanan dan pengurangan sebesar 80% dari pokok pajak dan

pembebasan denda 100%, pada tahun ke 6 (enam) dan seterusnya diberikan pembebasan
pokok pajak dan denda 100%.

Kebijakan potongan pajak kendaraan bermotor yang diatur dalam (Peraturan Gubernur Sulawesi
Utara No 61, 2020) yang ditandatangani oleh Gubernur Sulut Olly Dondokambey, pada tanggal
25 September 2020, Sebagai berikut: pembayaran belum lewat jatuh tempo, diberikan
keringanan paling tinggi sebesar 15% untuk roda 2&3 dan untuk roda 4 paling tinggi 10%, pokok
PKB yang sudah lewat jatuh tempo belum dibayar, ditentukan berdasarkan umur atau lamanya
tidak dicicil, yaitu: untuk pokok PKB tahun berjalan dibayar seluruhnya, untuk pokok PKB tahun
ke 2 diberikan keringanan dan pengurangan sebesar 50% dari pokok PKB, untuk pokok PKB
tahun ke 3 diberikan keringanan dan pengurangan sebesar 60% dari pokok PKB, untuk pokok
PKB tahun ke 4 diberikan keringanan dan pengurangan sebesar 70% dari pokok PKB, untuk
pokok PKB tahun ke 5 diberikan keringanan dan pengurangan sebesar 80% dari pokok PKB,
untuk pokok PKB tahun ke 6 diberikan keringanan dan pengurangan sebesar 100% dari pokok
PKB dan denda keterlambatan diberikan pembebasan 100%.

Dari penelitian yang telah dilakukan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor yang
tercapai di Kantor Bersama Samsat Tondano setiap tahunnya pada periode tahun 2015-2019
terus meningat dan melewati target yang ada. Dengan tingkat keefektifan yang sangat baik
karena melewati kriteria diatas 100%. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Indra
Pegawai Kantor Samsat Tondano Kenaikan realisasi tercapai ini juga karena adanya kenaikan
pembayaran pajak kendaraan berjenis roda 2 dan roda 4. Faktor meningkatnya penerimaan
disebabkan karena meningkatnya kendaraan baru baik roda 2 dan 4 yang membayar pajak.

Walaupun realisasi dicapai dikatakan efektif akan tetapi di Kantor Bersama Samsat
Tondano juga mengalami masalah dalam tunggakan pajak kendaraan bermotor setiap tahunnya
dalam periode 2015-2019 mengalami peningkatan, kecuali pada tahun 2016 mengalami
penurunan dari tahun sebelumnya. Dari hasil wawancara dengan Bapak Indra Pegawai Kantor
Samsat Tondano tuggakan ini terjadi karena masih kurangnya pemahaman wajib pajak tentang
membayar pajak kendaraan dengan tepat waktu, wajib pajak yang malas sehingga menimbulkan
tunggakan pajak pada wajib pajak yang bersangkutan, faktor ekonomi wajib pajak, juga sebagian
besar wajib pajak yang terkendala dengan Kantor Samsat Yang jauh dari jangkauan wajib pajak
yang tinggal di desa-desa. Faktor wajib pajak kendaraan tidak melaporkan kendaraan yang
rusak, sudah dijual, hilang, serta kendaraan yang ditarik oleh dealer yang menjadi salah satu
penyebab meningkatnya tunggakan pajak.

Adanya tunggakan pajak kendaraan bermotor membuat pihak Kantor bersama samsat
tondano mengupayakan berbagi cara untuk meminimalisir tunggakan pajak yang ada,
diharapkan dengan adanya upaya ini dapat membantu mengurangi tunggakan pajak yang ada.
Upaya yang dilakukan salah satunya dengan mengikuti kebijakan-kebijakan dari pemerintah
diantaranya dengan keringanan, pembebasan dan insentif pajak daerah sesuai Peraturan
Gubernur Sulawesi Utara Nomor 61 Tahun 2020. Upaya yang ada telah mengikuti undang-
undang serta peraturan yang dikeluarkan baik dari pemerintah pusat serta pemerintah daerah,
serta upaya yang telah direncanakan guna mengatasi tunggakan pajak yang ada, diantaranya
dengan memberikan pelayanan terbaik baik secara online dan pelayan di kantor samsat sendiri,
membuat kegitan-kegiatan seperti sosialisasi dengan masyarakat tentang pentingnya membayar
pajak tepat waktu juga melakukan sosialisasi dengan kelurahan lewat memberikan informasi
kepada kepala lingkungan di tiap kelurahan, juga membuat pemberitahuan lewat baliho,
membuat Samsat Keliling untuk menjangkau wajib pajak yang tidak dapat menjangkau Samsat
Tondano yang ada. Usaha-usaha ini yang diprogramkan dengan tujuan untuk meminimalisir
tunggakan yang berlaku. Juga adanya kegiatan door to door untuk memberikan pemberitahuan
kepada wajib pajak yang telah menunggak lewat memberikan surat tagihan pada wajib pajak
dengan harapan wajib pajak membayar kewajiban yang ada dan dapat mengurangi tunggakan
pajak kendaraan bermotor yang ada. Adanya pelayanan Samsat online guna memberikan
pelayanan yang efektif dan efisien bagi wajib pajak agar dapat dengan mudah melakukan
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pembayaran pajak.
KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Efektivitas pajak

kendaraan bermotor pada Kantor Samsat Tondano dari tahun 2015-2019 sangat efektif . Selama

periode Tahun 2015-2019 presentase tunggakan pajak kendaraan bermotor Pada Kantor

Bersama Samsat Tondano mengalami peningkatan. Berbagai upaya yang telah dilakukan Kantor

Samsat dalam mengatasi tunggakan PKB diantaranya yaitu: memberikan sosialisasi pada

masyarakat, pengadaan samsat keliling, pembuatan baliho dan benner, samsat online,

memberikan pemberitahuan pada wajib pajak yang menunggak, memberikan keringan
penghapusan denda pajak kendaraan bermotor.

Saran untuk Samsat Tondano: Memberikan penyuluhan serta pembinaan secara optimal kepada

masyarakat terkait pembayaran pajak kendaraan bermotor secara tepat waktu dan juga

memberikan edukasi tentang pembayaran pajak secara online. Sebaiknya pihak Samsat selalu
meng-update data kendaraan yang menunggak, baik masih dapat tertagi dan tidak. Optimasi
upaya-upaya yang dilakukan untuk meminimalisir tunggakan pajak kendaraan bermotor yang
ada.
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